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MOTTO : 

 

Terkadang Allah Menunda Sesuatu yang Indah… 

 Agar menjadikannya lebih Indah lagi... 

--- 

Meski Sulit, Namun sejatinya buah kesabaran iitulah yang akan membuat  
lebih indah pada waktunya, dan bisa dinikmati bagi mereka yang 

 berikhtiar, berdoa dan bertatawakal Kepada ALLAH SWT 
karna itu semua merupakan tiga kunci Kesuksesan Dunia & Akhirat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 

28 B Ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Dalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia, pada hakikatnya, 

perlindungan terhadap anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak 

untuk bebas dari perhambaan atau perbudakan. Demi tetap terpeliharanya sumber 

daya manusia, maka diperlukan suatu upaya perlindungan hukum yang harus 

dilakukan secara terus menerus, upaya yang bisa dilakukan yaitu melalui 

pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.1 

Perdagangan orang (Human trafficking) menurut Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: 

Pasal 1 (ayat 1); Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 

utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di 

dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan 

                                                             
1 Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, “Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban 

Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat”, Jurnal 

Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 6, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 246. 
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orang tereksploitasi.2 Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan 

pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka 

merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan 

prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dimana setiap manusia mempunyai hak untuk 

tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran, dan hati 

nurani. 3  Pelaku perdagangan memanfaatkan perkembangan teknologi dan 

informasi sehingga mereka menangkap mangsanya dengan sangat canggih, tetapi 

para korban tidak cukup kuat untuk membebaskan diri, sehingga mereka 

dieksploitasi secara brutal dengan berbagai cara.4  

Perempuan dan anak-anak merupakan korban yang rentan. Metode yang 

digunakan untuk memikat calon korban menjanjikan banyak kesenangan dan 

kemewahan untuk menjebak calon korban. Cara lainnya adalah berdalih bisnis 

hiburan di mana korban melayani pria yang tidak bertanggung jawab, atau 

memaksa ibu untuk secara sadar menjual bayi yang belum lahir untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri. Memerangi perdagangan orang, khususnya perdagangan 

perempuan dan anak, merupakan tugas pemerintah untuk menemukan dan 

mengambil tindakan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia.5  

                                                             
2 Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Trafficking)”, Jurnal Wacana Hukum, Vol. IX, Nomor 1, April 2010, hlm.108. 
3  Argo Krisinaranto, Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak dan Relevansi Terhadap 

Perlindungan Hukum Korban Trafficking di Surabaya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2010, hlm. 3. 
4  Andi Atika, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota 

Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm. 2. 
5  Lisana Dewi Sidqin Tekualu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan 

Perempuan dan Anak (Trafficking), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2019, hlm. 

7. 
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Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan 

orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak 

memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

dan hak atas informasi.6 Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, keluarga 

bermasalah/perceraian, bencana alam dan stereotip gender adalah yang paling 

menonjol di antara jenis perdagangan manusia lainnya. Perdagangan orang, 

terutama anak-anak, telah menjadi fenomena pencegahan atau pemberantasan yang 

konstan di dunia ini. Banyak oknum pelaku memperdagangkan anak untuk alasan 

tertentu, termasuk kemiskinan, kebutuhan karir, kurangnya pendidikan, migrasi, 

status keluarga, pengaruh sosial budaya, kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan 

pariwisata. Semua faktor ini dapat membuka peluang terjadinya kejahatan tersebut.7 

Adapun faktor yang lain yakni faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, 

kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya 

hukum dan Hak Asasi Manusia, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-

nilai religius yang rendah.8 

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya menjadi 

tanggung jawab polisi, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya, tetapi juga 

merupakan tanggung jawab suatu badan atau lembaga penegak hukum lainnya.9  

Penting bagi negara untuk menghukum pelanggaran hak asasi manusia dalam 

                                                             
6 Nurul Fahmy, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Skripsi, 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 2. 
7 Nanda Dwi Ema, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak, Skripsi, 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hlm. 1. 
8 Nurul Fahmy, Op.Cit., hlm.7. 
9 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Group, Yogyakarta, 2016, hlm. 

299. 
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kejahatan perdagangan manusia dan melindungi korban atau korban perdagangan 

manusia. Kejahatan terkait perdagangan manusia dipandang sebagai ancaman bagi 

masyarakat, negara, negara dan taraf hidup berdasarkan penghormatan terhadap hak 

asasi manusia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum membutuhkan upaya yang 

komprehensif, terpadu, berkelanjutan dan terkoordinasi dengan baik. Melindungi 

perempuan dan anak telah menjadi tugas bersama di seluruh Indonesia untuk 

menyelesaikan kejahatan anti-kemanusiaan. 10 Praktik perdagangan bayi masih 

ditemukan di Indonesia. Ironisnya, pelakunya malah sang ibu yang sudah 

mengandung selama sembilan bulan maupun ayahnya sendiri. Menurut penelitian 

dalam beberapa tahun terakhir ada 4 kasus perdagangan Bayi (Trafficking) di 

Indonesia. 

Untuk lebih jelas, maka penulis akan mengemukakan data Perkembangan Kasus 

Perdagangan dan Eksploitasi Anak Tahun (2016-2021):11 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Nanda Dwi Ema, Op.CIt., hlm.5. 
11 Monavia Ayu Rizaty, “Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat 

hingga April 2021", diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-

eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021 tanggal 20 Oktober 2021 

pukul 08:44 WIB. 

 

 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021
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Grafik 1 

Perkembangan Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Tahun (2016-2021) 

 
 

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang sudah 

tersajikan pada grafik diatas, dapat dilihat ada 340 kasus eksploitasi dan 

perdagangan anak yang terjadi pada 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 

347 kasus pada 2017, lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020. 

Kasus eksploitasi dan perdagangan anak di Indonesia telah menunjukkan tren 

penurunan sepanjang 2017-2020. Namun, kasus eksploitasi dan perdagangan anak 

kembali meningkat pada 2021. Hingga April 2021 saja, sudah ada 234 kasus 

eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi di dalam negeri. Dari jumlah 

tersebut, 217 kasus terkait dengan prostitusi. sebanyak 14 kasus merupakan 

eksploitasi, sedangkan tiga kasus perdagangan anak. 

Atas dasar itu, KPAI telah meminta orang tua berhati-hati dan waspada 

terhadap berbagai modus eksploitasi dan perdagangan anak. Pelaku perdagangan 

anak biasanya menggunakan lowongan pekerjaan, pemberian hadiah, ataupun 

https://databoks.katadata.co.id/tags/eksploitasi
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beasiswa sebagai modus. KPAI pun meminta semua pihak untuk melakukan 

edukasi untuk mencegah kasus eksplotasi dan perdagangan anak. Edukasi tersebut 

dapat dilakukan oleh orang tua, guru, kepala sekolah, tokoh agama, dan sebagainya. 

Salah satu kasus Perdagangan Bayi (Trafficking ) yang ada di Kota 

Palembang adalah kasus seorang ibu kandung yang menjual anaknya yang awalnya 

mengaku bermaksud menitipkan anaknya tapi tidak mengetahui bahwa anak nya 

ternyata ingin dijual orang, namun Darmini Alias Mini Binti Danok  sang ibu 

kandung yang tega menjual anak nya tersebut mengaku telah mendapatkan uang 

Rp.1.200.000 untuk mengganti biaya persalinan dan rencana ingin di berikan lagi 

Rp.5.000.000 oleh Ningsih yang merupakan tersangka. Polisi pun kini masih 

mengembangkan sindikat perdagangan bayi yang menjadi kabar heboh di awal 

tahun 2020. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat Pasal 76 Huruf F 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 15 

tahun penjara.12 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara 

ilmiah mengenai perdagangan anak, penelitian ini memerlukan data-data yang 

diperoleh dari Polrestabes Palembang, dengan mewawancarai Penyidik dan Hakim 

di Pengadilan Negeri Palembang yang menangani kasus Perdagangan Bayi 

(Trafficking) oleh ibu kandung di Kota Palembang dalam bentuk skripsi yang 

                                                             
12 Pasal 76 Huruf F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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berjudul Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Bayi (Trafficking) 

oleh Ibu Kandung di Kota Palembang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam 

skripsi ini adalah: 

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Bayi  

(Trafficking) oleh Ibu Kandung di Kota Palembang? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Tindak Pidana Perdagangan Bayi 

(Trafficking) oleh Ibu Kandung di Kota Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah: 

1.  Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Penegakan Hukum Pidana terhadap 

Perdagangan Bayi (Trafficking) oleh Ibu Kandung di Kota Palembang. 

2.  Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Faktor apa saja yang mempengaruhi 

Tindak Pidana Perdagangan Bayi (Trafficking) oleh Ibu Kandung di Kota 

Palembang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan dan 

penelitian skripsi, yaitu: 

1.  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang penegakan hukum pidana 

terhadap perdagangan bayi (Trafficking) oleh ibu kandung di Kota 

Palembang, faktor-faktor yang mempengaruhi serta diharapkan dapat 

bermanfaat bagi peneliti lain dalam pengembangan ilmu hukum.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, 

referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa dan para praktisi Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya. 

 

E. Ruang Lingkup 

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetauan, agar skripsi ini tidak 

menyimpang maka ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan bagaimana 

Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Bayi (Trafficking) oleh ibu 

kandung di Kota Palembang di tingkat penyidikan Polrestabes Palembang. 
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F.  Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. 

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan 

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.13  Menurut Soerjono Soekanto, “penegakan hukum 

adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.” 14 

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum 

tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika 

hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan 

maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak 

bermakna dalam kehidupan masyarakat.15 

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam 

                                                             
13 Insan Normawan Hartanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang 

Dihubungkan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan, 2016, hlm. 62. 
14 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2004, hlm. 3. 
15 Insan Normawan Hartanto, Op. Cit., hlm. 63. 
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penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui 

pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat 

pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.16 

2. Teori Pemidanaan 

Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya teori pemidanaan 

yang mengupas dan mencari dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan, 

pembagian tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan menjadi 3 

bagian, yaitu: 

a. Teori Retributive 

Teori retributive dikenal dengan teori pembalasan atau teori 

imbalan (vergfalden). Teori ini menyatakan bahwa pembenaran 

terhadap pemidanaan  kepada seseorang yang telah melakukan 

suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana 

mutlak harus diadakan suatu balasan berupa pidana dengan tidak 

mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Dasar utama 

pendekatan absolut adalah pembalasan terhadap pelaku, atau dapat 

dikatakan, dasar penegasan dari pidana ditempatkan dengan adanya  

kejahatan itu sendiri.17 

b. Teori Relative 

                                                             
16 Ibid., hlm. 64. 
17 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 

105. 



11 
 

 

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (doeltheorieen).18 

Teori sisi lain (pencegahan) berpandangan bahwa hukuman adalah 

sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi 

masyarakat menuju kesejahteraan, dan bukan untuk membalas 

kesalahan pelaku.Teori ini menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan 

adalah tindakan preventif umum yang ditujukan kepada masyarakat. 

Berdasarkan teori ini, putusan dijatuhkan untuk mencapai maksud 

atau tujuan putusan, yaitu untuk meningkatkan ketidakpuasan 

masyarakat terhadap kejahatan. Tujuan pemidanaan harus 

dipandang ideal, dan tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah 

(mencegah) kejahatan.19 

Menurut Leonard, teori relativitas hukuman bertujuan untuk 

mencegah dan mengurangi kejahatan. Suatu kejahatan harus 

ditujukan untuk mengubah perilaku pelaku dan orang lain yang 

memiliki kemampuan atau kecenderungan untuk melakukan 

kejahatan. Tujuan kejahatan adalah ketertiban umum, dan kejahatan 

diperlukan untuk menegakkan ketertiban umum.20 

c. Teori gabungan  

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan 

antara teori absolut dan teori relative, teori ini dikemukakan oleh 

                                                             
18 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 

161.  
19 Leden Marpaung, Op.Cit., hlm. 106. 
20 Teguh Prasetyo dan Abdul Hlm.im Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan 

Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 96. 
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Algra dan L.J. Van Apeldoorn.  Algra mengemukakan pendapat 

teori gabungan yang menyatakan bahwa biasanya hukuman 

memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak 

untuk menghukum, apabila orang yang berbuat kejahatan (apabila 

seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan 

apabila dengan itu kelihatannya akan dapat dicapai tujuan yang 

bermanfaat.21 

Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa memberikan 

hukuman bertujuan untuk mempertahankan aturan hukum dalam 

masyarakat dan untuk memulihkan kembali pribadi si pelaku.22 

Dengan memberikan pidana kepada seseorang tidak hanya ditujukan 

pada usaha untuk membalas perbuatan orang itu, tetapi juga adanya 

usaha untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak 

melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan 

masyarakat.23 

Ada tiga pandangan utama tentang tujuan yang dicapai 

mengenai suatu hukuman yaitu:24 

a. Meningkatkan karakter pelaku; 

b. Tidak membiarkan pelaku melakukan pelanggaran kembali; 

                                                             
21 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi 

dan Tesis, Buku Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 144.  
22 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 

107.  
23 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,  hlm. 192.  
24 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 

31. 
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c.  Membuat penjahat menghindari melakukan kejahatan tambahan. 

Artinya, kejahatan itu tidak dapat diperbaiki dengan cara lain. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan adalah penelitian hukum empiris. 

Penelitian hukum empiris adalah penelitian dan pengkajian secara 

sistematis, terkontrol, kritis, dan empiris terhadap undang-undang dan 

pernyataan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta 

sosial.25 Dengan kata lain, penelitian empiris menekankan pada pencarian 

jawaban terhadap fenomena sosial yang terjadi terhadap pemberlakuan 

hukum, sehingga akan menjawab pertanyaan signifikan sosial hukum dan / 

atau efektivitas hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memeriksa 

semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah 

hukum yang sedang ditangani. Pendekatan hukum dalam kegiatan 

penelitian substantif adalah agar peneliti konsisten antara undang-

                                                             
25  Johan Bahder Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, 

hlm.162. 
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undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang 

dan konstitusi, atau antara ketentuan undang-undang dan undang-

undang. Hasil penelitian berupa diskusi untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diangkat.26 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) 

Pendekatan konseptual dimulai dengan pandangan dan teori yang 

dikembangkan dalam kasus hukum. Dengan mempelajari perspektif 

dan teori forensik, peneliti dapat mengungkap ide-ide yang mengarah 

pada definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. Memahami pandangan dan 

teori ini akan membantu peneliti membangun pendapat hukum untuk 

mengatasi masalah baru.27 

c. Pendekatan Sosio Hukum (Socio Legal Approach) 

Pendekatan sosiologis ini landasan kajian sebuah studi atau 

penelitian melalui studi empiris atau melaului pendekatan penelitian di 

lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi 

resmi dari hasil wawancara pada masyarakat yang ada pada 

pembahasan tersebut. Atau menurut Prof. Adji Samekno merupakan 

penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor 

social dengan tetap pada batasan penulisan hukum.28 

                                                             
26 Peter Ahmad Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, 

hlm.133. 
27 Ibid., hlm. 135-136. 
28 Prof. Adji Samekto, “Kuliah Umum FH UMK Tentang Metode Socio Legal”, diakses dari  
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3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data utama dalam penelitian yang diperoleh 

langsung dari lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan 

wawancara.29 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

kepustakaan (library research),30 data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, 

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan 

peraturan perundang-undangan.31 Data sekunder tersebut terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang ada, 

meliputi: 

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana; 

                                                             
http://www.umk.ac.id/index.php/beranda/943-kuliah-umum-fh-umkperkenalkan-metode-

sociolegal/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkanmetode-socio-legal, pada tanggal 29 September 

2020 pukul 17.12 WIB. 
29 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 66. 
30 Ibid., hlm.52.  
31 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106. 
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c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4720); 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, 

hasil-hasil penelitian, hasil dari pakar hukum, dan sebagainya.32 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

meliputi: jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Kamus Hukum, internet, dan sebagainya.33 

 

 

                                                             
32 Ibid.,hlm. 23. 
33 Ibid.,hlm. 24. 

https://ngada.org/uu35-2014.htm#tln
https://ngada.org/uu35-2014.htm#tln
https://ngada.org/uu35-2014.htm#tln
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4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini memerlukan data-data yang diperoleh dari Polrestabes 

Palembang yang beralamat di Jalan Gubernur H. Bastari, Seberang Ulu I, 

Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111, dengan mewawancarai Penyidik 

yang menangani kasus Perdagangan Bayi (Trafficking) oleh Ibu Kandung 

di Kota Palembang, dan Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di 

Jalan Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran, Kec.Ilir Timur I, Kota Palembang, 

Sumatera Selatan 30129 dengan mewawancarai Hakim yang bertugas. 

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama. Populasi yang menjadi target penelitian adalah Penyidik yang 

bertugas di Polrestabes Palembang, dan Hakim yang bertugas di 

Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang. 

b. Sampel  

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang 

menjadi sumber pengumpulan data penelitian.34 Kepolisian Resort 

Kota Besar Palembang.  

 

                                                             
34 Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 

Sumatera Utara, Medan, 2010, dikutip dari https://slideplayer.info/slide/12718292/, diakses pada 

tanggal 26 Februari 2021 jam 21:49. 

https://slideplayer.info/slide/12718292/
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan data dapat diperoleh 

dengan cara: 

a. Wawancara 

Wawancara purposive sampling dengan mengajukan pertanyaan yang 

telah di siapkan secara  langsung atau lisan kepada pihak-pihak yang 

menjadi narasumber dalam penelitian ini, yaitu pihak Kepolisian Resort 

Palembang yang menangani langsung terhadap terjadinya tindak pidana 

perdagangan anak di Kota Palembang. 

b. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan memperoleh data dengan mengkaji peraturan perundang-

undangan, buku-buku, literatur, laporan yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

7. Metode Analisis Data 

Analisis Data Penelitian yang penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah 

Teknik Analisis Bahan Hukum Deskriptif. Dengan teknik deskriptif 

dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa 

hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang 

beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.35 

 

                                                             
35 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Prenada Media Group, 

Jakarta, 2016, hlm.152. 
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8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Data yang diperoleh diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisa 

data yang berasal dari data tertulis dan dianalisis satu persatu, selanjutnya 

disusun secara sisteematis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada 

dalam penelitian. Sehingga dari permasalahan tersebut ditarik kesimpulan 

secara induktif, yaitu suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan 

secara umum berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus. Maka hal-hal yang 

dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus, sehingga hasil 

analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. 
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